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PERATURAN BUPATI NATUNA 
NOMOR  1  TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 

 

BUPATI NATUNA, 
 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 
Nomor 44,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

 
 

4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  

 
 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan,  Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 

 
 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
 



 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
4389); 

 
 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4548); 

 
 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lwembaran Negara Republik Indonesia  nomor 4090); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lwembaran Negara Republik Indonesia  nomor 4138); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lwembaran Negara Republik Indonesia  nomor 4139); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan 
Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan dan Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 



 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  nomor 4502); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
nomor 4503); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  nomor 4574); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  nomor 
4575); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistm Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  nomor 
4576); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo13948, Tambahan 
Lwembaran Negara Republik Indonesia  nomor 4577); 
 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4585); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4614); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 
M E M U T U S K A N  : 

 
 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2008 

 
P a s a l  1 

 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas : 
 

1.  Pendapatan 
a.  Pendapatan Asli Daerah   Rp.      47.799.730.000,00 
b. Dana Perimbangan   Rp.    615.391.903.550,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.      53.351.250.000,00  
 Jumlah Pendapatan setelah                                                  Rp.   716.542.883.550,00 



 

 
 

2.  Belanja 
a.  Belanja Tidak Langsung    
  1) Belanja Pegawai   Rp.    163.341.301.477,00  
 2) Belanja Subsidi   Rp.      51.696.440.235,00             
 3) Belanja Hibah   Rp.        7.425.000.000,00 
 4) Belanja Bantuan Sosial   Rp.      47.925.000.000,00 
 5) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.      40.387.100.000,00 
 6) Belanja Tidak Terduga   Rp.        1.500.000.000,00 
                                          Rp.    312.274.841.712,00 
b. Belanja Langsung 
 1) Belanja Pegawai Rp.      46.286.235.300,00 
 2) Belanja Barang dan Jasa Rp.    200.261.035.780,00 
 3) Belanja Modal Rp.    254.720.770.758,00 
                                          Rp.   501.268.041.838,00 
  

 Jumlah Belanja                                       Rp.   813.542.883.550,00 
 Surplus / (Defisit)                                       Rp.    (97.000.000.000,00) 
 
 
 

3.  Pembiayaan  
a.  Penerimaan Rp.    101.000.000.000,00 
b. Pengeluaran Rp.        4.000.000.000,00 
 

 Jumlah Pembiayaan Neto                                       Rp.     97.000.000.000,00 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan                            Rp.                  0,00 
      
 
 

P a s a l  2 
 
 

Ringkasan  Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
 
 

P a s a l  3 
 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

P a s a l  4 
 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Natuna. 

 
 

P a s a l  5 
 
 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan 



 

P a s a l  6 
 

Peraturan  Bupati  Natuna  ini  berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita 
Daerah. 
 
 

 
 
     Ditetapkan di Ranai 
     Pada tanggal 30 Januari 2008    2 
 
 

BUPATI   NATUNA, 
 

 
 
 

Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si 
 
 
 
 

 
 


